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Alhamdulillahi Rabbil’alamin puji syukur kami
panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga
Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Kelas
IA Khusus Tahun 2024 dapat kami susun dan kami
sampaikan untuk memenuhi Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dalam laporan ini kami sajikan hal-hal yang berkenaan
dengan kegiatan pokok yang terkait dengan tugas dan
fungsi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus
sebagai salah satu alat kelengkapan negara bidang
pelayanan masyarakat di bidang hukum tertentu di
wilayah hukum Kota Tangerang. 

Adapun materi laporan ini adalah informasi gambaran
dari keberhasilan pelaksanaan tugas pokok selama
tahun 2024 dan hambatan yang dihadapi serta upaya
pemecahannya, dimaksudkan pula untuk internal
sebagai dasar evaluasi penyempurnaan pelaksanaan
tugas berikutnya dan untuk institusi yang berwenang
agar diketahui guna bahan pengambilan kebijakan
selanjutnya. Dalam penyajian format dan substansi
laporan ini mungkin ada kekurangan mohon
pembenahan dan saran seperlunya.

 Tangerang, 31 Januari 2025
 Ketua,

 FAHMIRON

FAHMIRON
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
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 Tangerang, 31 Januari 2025
 Ketua,

  FAHMIRON

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN NEGERI TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri
Tangerang untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.
Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab
manajemen Pengadilan Negeri Tangerang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan
secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.
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Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-Pan) Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan
Kinerja. Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang
diberikan, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus telah menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dan Dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi Peradilan dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Negeri
Tangerang Kelas IA Khusus.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya pada tahun anggaran 2024 telah melaksanakan 2 (dua) program/ kegiatan
yang ingin dicapai yaitu:

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;1.
Program peningkatan manajemen Peradilan Umum.2.

Dalam pelaksanaan program tersebut di atas, telah pula ditetapkan 4 (empat) kinerja
utama yang ada sebagai berikut:

Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel;1.
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;2.
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;3.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.4.

  IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus 2024 v



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus 2024 vi

Adapun sumber Dana Keuangan DIPA 01 Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Negeri
Tangerang Kelas IA Khusus yang berasal dari Anggaran Mahkamah Agung RI sebesar
Rp.25.659.986.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh sembilan juta
sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Sedangkan DIPA 03 Tahun Anggaran
2024 yang berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar
Rp.549.720.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu
rupiah) untuk Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang pengelolaannya
dilaksanakan untuk Biaya Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan
Umum, Bantuan Pembebasan Biaya Perkara dan Penyediaan Pos Bantuan Layanan
Hukum pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.
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BAB I - PENDAHULUAN
PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG
Sebagaimana Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
menjelaskan bahwa Pimpinan Satuan
Kerja menyusun dan menyampaikan
Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit
Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun
laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja
berdasarkan perjanjian kinerja yang
disepakati dan menyampaikannya kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA
Khusus merupakan salah satu lembaga
yang melaksanakan amanat Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, dalam
melaksanakan tugasnya guna
menegakkan hukum dan keadilan harus
memenuhi harapan dari para pencari
keadilan yang selalu menghendaki
peradilan yang sederhana, cepat, tepat,
dan biaya ringan.

Reformasi sistem peradilan membawa
perubahan yang mendasar bagi peran
Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA
Khusus dalam menjalankan tugas dan
fungsi pokoknya, di bidang Administrasi,
Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA
Khusus merupakan lembaga peradilan di
bawah Mahkamah Agung Republik
Indonesia yang merupakan salah satu
pelaksana kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Pengadilan Negeri Tangerang
Kelas IA Khusus bertugas dan berwenang
menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara yang masuk di
tingkat pertama pada wilayah hukumnya.
Untuk mendukung tugas dan
wewenangnya, Pengadilan Negeri
Tangerang Kelas IA Khusus menyusun
Rencana Strategis yang dijabarkan ke
dalam program dan diuraikan ke dalam
rencana tindakan. 

Rencana Strategis ini didukung dengan
anggaran yang memadai, dilaksanakan
oleh sumber daya manusia yang
kompeten, ditunjang dengan sarana dan
prasarana serta memperhitungkan
perkembangan Pengadilan Negeri
Tangerang Kelas IA Khusus, baik
lingkungan internal maupun eksternal
sebagai variabel strategis.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA
Khusus dalam menjalankan tugas dan
fungsinya untuk mendukung tercapainya
visi dan misi Mahkamah Agung Republik
Indonesia sebagai lembaga pelaksana
tertinggi kekuasaan kehakiman di
Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan
yang mendukung tercapainya visi dan misi.
Dalam pelaksanaan tugas tersebut
Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA
Khusus melakukan inovasi-inovasi sebagai
penunjang kegiatan-kegiatan yang ada
antara lain aplikasi eksekusi online,
aplikasi E-laksa, aplikasi Si-Cuplis, dan
aplikasi Si-Kentang.

Hal ini merupakan bagian dari upaya
Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA
Khusus untuk merealisasikan penetapan
kinerja yang telah ditetapkan baik tahunan,
maupun rencana strategis yang ditetapkan
untuk 5 (lima) tahun. Dengan inovasi yang
dilakukan tersebut, secara keseluruhan
Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA
Khusus dapat merealisasikan rencana
strategis yang telah ditetapkan, walaupun
ada beberapa kendala dan hambatan yang
menyebabkan beberapa indikator
penetapan kinerja tidak dapat dicapai
dengan baik.

Hal ini disebabkan faktor eksternal
Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA
Khusus seperti para pihak berperkara,
faktor lingkungan kota Tangerang, budaya
masyarakat kota Tangerang serta
perkembangan teknologi dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Akan
tetapi dengan kekuatan dan peluang yang
dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tangerang
Kelas IA Khusus, maka kendala dan
hambatan yang ada dapat diminimalisir,
sehingga capaian realisasi dari  penetapan 
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kinerja tidak terlalu signifikan jarak
ketidakberhasilannya.

Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan
prestasi yang pernah ditoreh Pengadilan
Negeri Tangerang baik internal Mahkamah
Agung maupun eksternal yaitu pada tahun
2024, Program Kerja dari Badilum berubah
nama menjadi AMPUH di mana
Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA
Khusus mendapatkan predikat BAIK, dan
saat ini Pengadilan Negeri Tangerang
Kelas IA Khusus secara terus menerus
melanjutkan pembangunan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
setelah memperoleh Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) pada tahun 2019 yang lalu.

B.    KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
1.Kedudukan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48
tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
dan Undang-Undang Nomor 49 tahun
2009 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum, Pengadilan Negeri
adalah sebagai lembaga peradilan tingkat
pertama di lingkungan Peradilan Umum di
bawah Mahkamah Agung RI yang
melaksanakan fungsi kekuasaan
kehakiman (yudikatif) untuk
menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan pada
tingkat pertama.
 
2.Tugas dan Fungsi
Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA
Khusus sebagai lembaga peradilan tingkat
pertama di lingkungan Peradilan Umum di
bawah Mahkamah Agung RI sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang No.48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Undang-Undang No.03 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang No.14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung dan Undang-Undang
No.49 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang No.2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum serta
Perma No. 7 tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan peradilan bertugas
melaksanakan fungsi kekuasaan
kehakiman (yudikatif) untuk
menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA
Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu
memeriksa dan mengadili perkara-perkara
yang menjadi kewenangan pengadilan
Negeri di wilayah hukum masing-masing;
(Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum);
b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan
pengawasan atas pelaksanaan tugas dan
tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris,
dan seluruh jajarannya; (vide Pasal 53 ayat
(1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum); 
c.Fungsi Pembinaan, yaitu Ketua
Pengadilan dapat memberikan petunjuk,
tegoran, dan peringatan yang dipandang
perlu (53 ayat (3) Undang-Undang No.2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum);
d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan
pelayanan administrasi kepaniteraan bagi
perkara tingkat pertama serta penyitaan
dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan
peninjauan kembali serta administrasi
peradilan lainnya dan memberikan
pelayanan administrasi umum kepada
semua unsur di lingkungan Pengadilan
Negeri (Bidang Kepegawaian, Bidang
Keuangan dan Bidang Umum);
e.Fungsi Nasehat, yaitu memberikan
keterangan, pertimbangan dan nasehat
tentang hukum pada instansi pemerintah di
wilayah hukumnya, apabila diminta
sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat
(1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum;
f.Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap
penyuluhan hukum, riset dan penelitian
serta lain sebagainya, seperti diatur dalam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.
Nomor KMA/004/SK/II/1991.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA
Khusus merupakan salah satu pengadilan
tingat pertama yang berada dalam wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Banten. Wilayah
hukum Pengadilan Negeri Tangerang
Kelas IA Khusus meliputi seluruh daerah
administratif Kabupaten Tangerang, Kota
Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
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Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus telah menyelesaikan
5.697 dari 7.330 perkara yang diterima pada tahun 2024 dan juga sisa perkara di tahun
2023 (baik perkara pidana dan perkara perdata). Berikut adalah detail jumlah dan
persentase penyelesaian perkara di tahun 2024:

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut adalah rincian tugas dari seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri
Tangerang Kelas IA Khusus:
a.KETUA; mempunyai tugas sebagai pimpinan pengadilan, bertanggung jawab atas
terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan
terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil, menunjuk Hakim  sebagai   juru
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bicara pengadilan untuk memberikan
penjelasan tentang hal-hal yang
berhubungan dengan pengadilan, sebagai
pelaksana administrasi, Ketua Pengadilan
menyerahkan kepada Panitera dan
Sekretaris Pengadilan.
b.WAKIL KETUA; bertugas melaksanakan
tugas ketua apabila ketua berhalangan
dan melaksanakan tugas yang
didelegasikan oleh ketua kepadanya.
c.HAKIM; bertugas menetapkan hari
sidang memeriksa dan mengadil berkas
perkara yang diberikan melaksanakan
pembinaan dan mengawasi bidang hukum,
perdata dan pidana tertentu yang
ditugaskan kepadaanya, dan
melaksanakan pembinan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan peradilan di
Pengadilan Negeri yang ditugaskan
kepadanya.
d.PANITERA; mempunyai tugas
melaksanakan pemberian dukungan di
bidang teknis dan administrasi perkara
serta menyelesaikan surat-surat yang
berkaitan dengan perkara.
e.SEKRETARIS; mempunyai tugas
melaksanakan pemberian dukungan di
bidang administrasi, organisasi, keuangan,
sumber daya manusia, serta sarana dan
prasarana.
f.KEPALA BAGIAN UMUM; mempunyai
tugas membantu Sekretaris melalui
asistensi administrasi umum dalam
melaksanakan kebijakan atasan serta
pemantauan dan evaluasi di bidang
perencanaan, rumah tangga dan tata
usaha keuangan, kepegawaian, organisasi
dan tata laksana serta pelaporan.
g.PANMUD PIDANA; bertugas
melaksanakan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara,
menyimpan berkas perkara yang masih
berjalan dan lain-lain yang berhubungan
dengan pidana dan barang bukti.
h.PANMUD PERDATA; bertugas
melakukan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara,
menyimpan berkas perkara yang masih
berjalan dan lain-lain yang berhubungan
dengan perkara perdata.
i.PANMUD HUKUM; bertugas
mengumpulkan, mengolah dan mengkaji
data, menyajikan statistik perkara,
menyusun laporan, menyimpan arsip
berkas perkara, melakukan administrasi
pendaftaran surat kuasa, waarmerking.

TEKNOLOGI INFORMASI DAN
PELAPORAN; bertugas melaksanakan
urusan perencanaan, melaksanakan
penyiapan bahan perencanaan program
dan pelaksanaan program dan anggaran,
serta pengelolaan teknologi informasi.
k.SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA;
bertugas melaksanakan penyiapan bahan
kepegawaian, organisasi dan tatalaksana,
dan statistik pemantauan, evaluasi,
dokumentasi serta penyusunan laporan.
l.SUB BAGIAN TATA USAHA DAN
KEUANGAN; bertugas dalam penyiapan
urusan surat menyurat, kearsipan dan
penggandaan, perawatan dan
pemeliharaan gedung sarana dan
prasarana, perlengkapan, perpustakaan,
keamanan, keprotokolan, pengelolaan
keuangan, pemantauan, evaluasi,
dokumentasi serta penyusunan laporan
dan hubungan masyarakat.
m.PANITERA PENGGANTI; mempunyai
tugas membantu Hakim dengan mengikuti
dan mencatat jalannya sidang Pengadilan
bertugas membantu Hakim dalam hal
membuat penetapan dan sidang membuat
penetapan terdakwa tetap ditahan
dikeluarkan dari tahanan.
n.JURUSITA dan JURUSITA
PENGGANTI; bertugas melaksanakan
panggilan sidang terhadap para pihak
berperkara, melaksanakan pemberitahuan
putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan
Tinggi dan Mahkamah Agung RI kepada
para pihak berperkara, melaksanakan
penyerahan risalah-risalah kepada para
pihak berperkara, melaksanakan
pemanggilan aanmaning (teguran) kepada
pihak termohon sita, termohon eksekusi,
melaksanakan sita eksekusi sekaligus
berita acaranya berdasarkan penetapan
ketua Pengadilan Negeri, melaksanakan
pemberitahuan banding, kasasi, dalam
perkara pidana kepada yang
bersangkutan. 
Pada akhir Desember 2024, dengan
komposisi Sumber Daya Manusia terdiri
dari 34 orang Hakim, 1 orang Panitera dan
1 orang Sekretaris, 1 orang Kepala
Bagian, 3 orang Panitera Muda, 3 orang
Kepala Sub Bagian, 36 orang Panitera
Pengganti, 2 orang fungsional, 24 orang
Juru Sita/Jurusita Pengganti, 34 orang
pelaksana, serta ditambah dengan 25
orang PPNPN, dengan menempati gedung
seluas 4.000m2.
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BAB II - PERENCANAAN KINERJA
A.RENCANA STRATEGIS 
Rencana Strategis (Renstra) adalah
dokumen perencanaan suatu organisasi
yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai dan di dalamnya dijelaskan
mengenai strategi atau arahan sebagai
dasar dalam mengambil keputusan.
Periode Renstra biasanya adalah 5 tahun,
yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN). Pembuatan rencana
strategis berawal dari penentuan visi dan
misi organisasi. 

Visi merupakan cara pandang jauh ke
depan untuk mewujudkan tercapainya
tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri
Tangerang Kelas IA Khusus. Visi
Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA
Khusus mengacu pada Mahkamah Agung
RI adalah sebagai berikut: “Terwujudnya
Badan Peradilan Indonesia Yang Agung di
Lingkungan Pengadilan Negeri
Tangerang.” Visi ini ingin menjadikan
Pengadilan Negeri Tangerang sebagai
lembaga peradilan yang dihormati, dan
memiliki keluhuran dan kemulian dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
dalam memutus perkara.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan
Misi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas
IA Khusus, yaitu:
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan
Negeri Tangerang Kelas IA Khusus; 
Syarat utama terselenggaranya suatu
proses peradilan yang pasti, transparan
dan akuntabel adalah adanya kemandirian
Badan Peradilan serta kemandirian Hakim
dalam menjalankan tugasnya.
Kemandirian menjadi kata kunci dalam
usaha melaksanakan tugas pokok dan
fungsi badan Peradilan secara efektif.
Independensi kekuasaan kehakiman harus
dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam
konstitusi atau UU suatu negara. Adalah
kewajiban semua lembaga pemerintahan
dan lembaga-lembaga lainnya untuk
menghormati dan menjaga independensi
kekuasaan kehakiman.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan
adalah kemandirian pengelolaan anggaran
berbasis  kinerja  dan  penyediaan  sarana  

pendukung dalam bentuk alokasi yang
pasti dari APBN. Kebutuhan adanya
kepastian ini untuk memberikan jaminan
penyelengaraan Pengadilan Negeri
Tangerang Kelas IA Khusus. 

Selain itu perlu adanya jaminan
pengakuan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil bagi setiap masyarakat
pencari keadilan, diperlukan pemahaman
dan kemampuan yang setara diantara
para hakim mengenai masalah-masalah
hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang
berkeadilan kepada Pencari Keadilan; 
Tugas badan peradilan adalah
menyelengarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan maka
kepentingan pencari keadilan dalam
memperolah keadilan adalah keharusan
bagi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas
IA Khusus untuk meningkatkan pelayanan
publik dan memberikan jaminan proses
peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan bagi pencari keadilan pada
dasarnya merupakan suatu nilai yang
subjektif, karena adil menurut satu pihak
belum tentu adil bagi pihak yang lain.
Penyelenggaraan peradilan harus
dipahami sebagai sarana untuk menjamin
adanya suatu proses yang adil dalam
rangka menghasilkan putusan yang
mempertimbangkan kepentingan kedua
belah pihak.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan
di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA
Khusus; 
Kualitas kepemimpinan badan peradilan
akan menentukan kualitas dan kecepatan
gerak perubahan Pengadilan Negeri
Tangerang Kelas IA Khusus. Peran
pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang
Kelas IA Khusus selain menguasai aspek
teknis yudisial diharuskan juga mampu
merumuskan kebijakan-kebijakan non
teknis (kepemimpinan dan manajerial).
Terkait aspek yudisial seorang pimpinan
pengadilan bertanggung jawab untuk
menjaga adanya kesatuan hukum di
pengadilan yang dipimpinnya.  Untuk   non 
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teknis secara operasional pimpinan
Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA
Khusus dibantu oleh pelaksana urusan
administrasi dalam hal ini Panitera dan
Sekretaris.

4. Meningkatkan kredibilitas dan
transparansi di Pengadilan Negeri
Tangerang;
Kredibilitas dan transparansi badan
peradilan merupakan faktor penting untuk
mengembalikan kepercayaan pencari
keadilan kepada Pengadilan Negeri
Tangerang. Upaya menjaga kredibilitas
akan dilakukan dengan mengefektifkan
sistem pembinaan, pengawasan, serta
publikasi putusan-putusan yang dapat
dipertanggungjawabkan. 

Selain sebagai bentuk pertanggung
jawaban publik adanya pengelolaan
organisasi yang terbuka juga akan
membangun kepercayaan publik itu sendiri
dan melalui keterbukaan Informasi secara
internal personil Pengadilan Negeri
Tangerang Kelas IA Khusus akan
mendapatkan kejelasan mengenai jenjang
karir, kesempatan pengembangan diri
dengan pendidikan dan pelatihan serta
pemberian penghargaan ataupun
hukuman yang mereka dapatkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri
Tangerang Kelas IA Khusus tahun 2020-
2024 juga merupakan komitmen bersama
dalam menetapkan kinerja dengan
tahapan-tahapan yang terencana dan
terprogram secara sistematis melalui
penataan, penertiban, perbaikan,
pengkajian, pengelolaan terhadap sistem
kebijakan dan peraturan perundangan-
undangan untuk mencapai efektivitas dan
efesiensi. 

Selanjutnya untuk memberikan arah dan
sasaran yang jelas serta sebagai pedoman
dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri
Tangerang Kelas IA Khusus diselaraskan
dengan arah kebijakan dan program
Mahkamah Agung yang disesuaikan
dengan rencana pembangunan nasional
yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Nasional Jangka Panjang
(RPNJP) 2005-2025 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
2015 - 2019,    sebagai     pedoman     dan 

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pengadilan dalam
mencapai visi dan misi serta tujuan
organisasi pada tahun 2020-2024.

Setelah menentukan visi dan misi, langkah
selanjutnya dalam menyusun Rencana
Strategis yaitu merumuskan masalah atau
kondisi sekarang dan mengidentifikasi
peluang dan ancaman atau hambatan
yang dapat terjadi.

Strategic Issues di Pengadilan Negeri
Tangerang Kelas IA Khusus didapat dari
SWOT Analysis. Pengadilan Negeri
Tangerang Kelas IA Khusus dalam hal
menentukan Rencana Strategis terlebih
dahulu mengidentifikasi Kekuatan
(Strengths), kelemahan (Weaknesses),
Peluang (Opportunities) dan Ancaman
(Threats) yang bersumber dari isu internal
dan eksternal.

Isu internal yang terdiri dari Kekuatan
(Strengths), kelemahan (Weaknesses)
mengacu kepada Pertama: sumber daya
manusia yang dimiliki, Kedua: sumber
daya anggaran yang tersedia, Ketiga:
sarana dan prasarana yang dimiliki berupa
gedung, halaman kantor dan juga ruang-
ruang layanan dan kerja, Keempat: sarana
peralatan dan mesin yang dimiliki, dan
Kelima: Standar Operasional Prosedur
yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri
Tangerang Kelas IA Khusus.

Adapun isu eksternal yang terdiri dari
Peluang (Opportunities) dan Ancaman
(Threats) mengacu kepada Pertama:
situasi politik yang ada, Kedua: tingkat
ekonomi masyarakat, Ketiga: peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku,
Keempat: lingkungan sekitar, Kelima:
sosial budaya masyarakat, dan Keenam:
perkembangan teknologi Informasi.

Untuk merancang Strategic Issues, maka
akan dilakukan strategi berupa Pertama;
menggunakan kekuatan yang ada untuk
memanfaatkan peluang, Kedua;
menggunakan kekuatan untuk mengatasi
ancaman, Ketiga; meminimalkan
kelemahan untuk memanfaatkan peluang,
dan Keempat; meminimalkan kelemahan
dan menghindari ancaman. 
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Adapun Kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), yang ada di Pengadilan Negeri
Tangerang Kelas IA Khusus adalah:

Dari   beberapa aspek   yang   ditimbulkan   oleh adanya   kelemahan (weaknesses) di
Tahun 2024, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus masih dikategorikan berada
pada posisi stabil mengingat kondisi rancangan sasaran strategis 2020-2024 masih
mampu memberikan ruang guna mengakomodir perbaikan-perbaikan yang mungkin
dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus di tahun-tahun yang
akan datang, perbaikan dimulai dengan melakukan perbaikan dari kurangnya
profesionalisme (kompetensi) Sumber Daya Aparatur Peradilan (SDM).

Adapun dukungan teknis atas pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan diantaranya:
a.  Pelatihan  Proyeksi Penerapan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial;
b.  Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Hak Kekayaan Intelektual;
c.  Pelatihan SAKIP;
d.  Pelatihan Pembuatan laporan keuangan dan pajak;
e.  Pelatihan bagi Pejabat Pengelola Keuangan
f.   Pelatihan bagi Pengelola BMN
g.  Pelatihan Teknis bagi Tenaga Teknis;
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h.  Diklat di tempat kerja berupa Pelatihan Service Excellent;
i.   In house training pelatihan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
j.   Pelatihan Pengelolaan website dan media social;
 Selain itu memberikan sosialisasi terhadap job description kepada seluruh pegawai agar
memahami tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh setiap pegawai, dan juga
memberikan sosialisasi Standar Operasional Prosedur yang diimplementasikan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan sosialisasi diharapkan pegawai akan
memahami tugas dan fungsinya serta juga memahami Standar Operasional Prosedur
yang diberlakukan, maka secara tidak langsung telah mengatasi kurangnya Kompetensi
pegawai yang tersedia.
Sedangkan peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dimiliki oleh Pengadilan
Negeri Tangerang Kelas IA Khusus adalah:
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Ancaman dalam analisis SWOT mengacu pada area yang berpotensi menimbulkan
masalah. Ancaman berbeda dari kelemahan, karena ancaman bersifat eksternal dan
umumnya di luar kendali organisasi. Untuk mengatasi ancaman tersebut Pengadilan
Negeri Tangerang Kelas IA Khusus telah melakukan penerapan manajemen risiko sesuai
dengan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman
Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
Selain itu Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus memanfaatkan peluang yang
ada dengan menjalin kerjasama melalui Nota Kesepahaman seperti dengan Dinas Sosial
Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Sekolah Luar Biasa di Kota
Tangerang. 

Selanjutnya dengan menggunakan kekuatan berupa optimalisasi teknologi informasi
dalam melaksanakan proses peradilan dapat mengatasi kelemahan dan ancaman yang
ada. Sudah menjadi keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan
peradilan dari manual ke otomasi sudah banyak dilakukan oleh Pengadilan Negeri
Tangerang Kelas IA Khusus melalui aplikasi baik yang disediakan oleh Mahkamah Agung
maupun yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus
sendiri.

Langkah terakhir dalam menyusun rencana strategis adalah mengembangkan rencana
atau melaksanakan rencana yang telah disusun untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus merupakan
salah satu pengadilan tingkat pertama di bawah kekuasaan kehakiman yang memegang
kedaulatan tertinggi berkewajiban menjabarkan sasaran strategisnya selama kurun waktu
1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil secara sistematis,
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kemungkinan
kendala yang akan dihadapi Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.

Rancangan rencana strategis 2020-2024, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus
diorientasikan pada sasaran strategis Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus
berdasarkan hasil strategi yang dilakukan berupa:
1.   Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2.   Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;
3.   Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4.   Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

B.PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu
tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus
perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan
kinerja.

Ketiga komponen tersebut merupakan perwujudan nyata atas komitmen sebagai dasar
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga mampu
menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. 
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Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus telah menyusun dan
menetapkan perjanjian kinerja sebagaimana juga yang pernah direncanakan tertuang di
dalam Rencana Kinerja tahun 2024 dan juga sejalan dengan Rencana Strategis
(Renstra) 2020-2024 yang telah disusun Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.

Dokumen Perjanjian Kinerja telah menggambarkan kebutuhan dan kondisi atas kinerja
sebenarnya yang perlu dicapai. Target dalam perjanjian kinerja telah memenuhi prinsip
SMART (Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, dan Time bounded).

Specific, artinya mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak
bermakna ganda, relevan dan unik dalam menilai serta mendorong kinerja
unit/pegawai;
Measurable, artinya baik alat ukur maupun ukuran mampu diukur dengan jelas;
Agreeable, artinya disepakati oleh pemilik indikator kinerja dan atasannya;
Realistic, artinya merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang
menantang;
Time bounded, artinya memiliki waktu pencapaian.

Dokumen Perjanjian Kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan
serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading)
serta memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi kebijakan bahkan aktivitas
antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting). 

Penjenjangan kinerja yang dituangkan dalam Pohon Kinerja untuk mempermudah proses
pengorganisasian program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri
Tangerang Kelas IA Khusus. Pohon Kinerja ini tidak hanya membantu proses
perencanaan, tapi juga penilaian, monitoring, serta evaluasi suatu program. Pohon
Kinerja yang dimiliki Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus mampu
menggambarkan perencanaan kinerja yang dibagi habis ke seluruh bagian, sub bagian,
dan pelaksana, sehingga mempermudah dalam melakukan monitoring dan evaluasi
pengukuran kinerja serta mempermudah penyusunan laporan kinerja. Pengadilan Negeri
Tangerang Kelas IA Khusus berkomitmen agar setiap pegawai paham dan peduli untuk
mencapai kinerja yang telah direncanakan. Melalui keputusan bersama pimpinan akan
menjadi perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan
kondisi/hasil yang lebih baik.

Berikut ini adalah Pohon Kinerja yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri Tangerang
Kelas IA Khusus:
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Dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus untuk tahun
2024 adalah sebagai berikut:

Untuk lebih jelas dan rinci tentang perjanjian kinerja tahun 2024, maka akan kami coba
jelaskan secara detail sebagaimana tertuang di bawah ini:
1.Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: 
a.Perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator kinerja
adalah persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
b.Perkara yang diajukan menggunakan pendekatan restoratif di Pengadilan Negeri
adalah persentase perkara pidana yang diselesaikan secara restoratif;
c.Perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan
indikator kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga
tidak mengajukan upaya hukum Banding;
d.Perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan
indikator kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga
tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;
e.Perkara yang diselesaikan dengan diversi, dengan indikator kinerja adalah persentase
perkara yang diselesaikan dengan diversi;
f.Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, dengan
indikator indeks kepuasan masyarakat setiap tahun semakin meningkat;
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2.Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;
Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian
perkara ditetapkan kebijakan sebagai berikut:
a.Salinan Putusan perdata dan pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu,
dengan indikator kinerja adalah meningkatkan pelayanan terhadap pencari keadilan serta
penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan,
termasuk di dalamnya penyelesaian minutasi;
b.Perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dengan indikator kinerja adalah
penyelesaian perkara yang dilakukan melalui upaya mediasi.

3.Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,
Pengadilan Negeri berupaya untuk melakukan dan mencapai penetapan kinerja dengan
mengambil kebijakan sebagai berikut:
a.Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin (berperkara secara cuma-cuma)
dengan menggunakan anggaran yang tersedia di DIPA Pengadilan Negeri Tangerang
Kelas IA Khusus;
b.Pos Pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor
1 tahun 2014 dengan menggunakan anggaran yang tersedia untuk memberikan bantuan
kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam hal pembuatan gugatan, jawaban
serta advis terhadap perkara yang dihadapinya.

4.Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan
pengadilan, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus berupaya melakukan dan
mengambil arah kebijakan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu seperti
pihak Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang, pihak
Keamanan dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan
Kabupaten Tangerang dan juga pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Kelurahan di
mana obyek eksekusi akan dilaksanakan.

Adapun 2 (dua) program kegiatan pendukung Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA
Khusus untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian
Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
1.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk
mencapai sasaran strategis berupa tercapainya dukungan Manajemen untuk layanan
Prima Peradilan. Adapun Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:
a.Pembayaran Gaji dan tunjangan bagi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil;
b.Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran.

2.Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai
sasaran strategis dalam hal terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana,
transparan dan akuntabel. Adapun kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri
Tangerang Kelas IA Khusus dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen
Peradilan Umum adalah:
a.Penanganan perkara prodeo (pembebasan biaya perkara);
b.Penyelenggaraan Pos Pelayanan Bantuan Hukum;
c.Penyelesaian perkara pidana di tingkat pertama.



A.CAPAIAN ORGANISASI
Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus tahun 2024 merupakan
pencapaian atas target kinerja tahun kelima dari rencana strategis Pengadilan Negeri
Tangerang 2020-2024. Analisis capaian kinerja Tahun 2024 dilakukan dengan cara: 
1.Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
2.Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan
beberapa tahun sebelumnya;
3.Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4.Melakukan analisis penyebab adanya keberhasilan/kegagalan atau terjadinya
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5.Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
6.Melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari
Evaluasi yang dilakukan Pengadilan Tinggi Banten pada tahun sebelumnya. 

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus mengikuti Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2O22 tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sebelum melakukan pengukuran capaian kinerja dilakukan rapat monitoring evaluasi
capaian kinerja secara berkala dan pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil
keputusan. Data yang diperoleh telah relevan dan berdasarkan fakta sebenarnya serta
dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja telah
memanfaatkan teknologi informasi, yaitu aplikasi Komdanas. 

Selanjutnya pengukuran kinerja ini akan menjadi informasi sebagai dasar untuk
pemberian reward/punishment bagi para pegawai serta penyesuaian organisasi dalam
menentukan strategi pencapaian kinerja berjalan, seperti penyesuaian aktivitas untuk
mencapai kinerja, penyesuaian penggunaan anggaran, evaluasi keberhasilan kinerja,
penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya dan mempengaruhi perubahan budaya
kinerja organisasi.

Pada bagian ini akan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja
sebagai berikut:

Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
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BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA
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2.Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan
Beberapa Tahun Sebelumnya
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3.Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan
Beberapa Tahun Sebelumnya
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4.Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan
Beberapa Tahun Sebelumnya
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5.Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dari analisis perbandingan data realisasi dan capaian kinerja terdapat beberapa indikator
kinerja yang berhasil tercapai dan juga yang belum dapat tercapai. Keberhasilan dalam
mencapai realisasi kinerja dikarenakan pengunaan dan efisiensi sumber daya yang ada
di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus antara lain:

a. Sumber daya manusia yang terdapat di Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana
data kepegawaian tahun 2024 dari 139 pegawai, terbagi menjadi dari 34 orang Hakim, 1
orang Panitera dan 1 orang Sekretaris, 1 orang Kepala Bagian, 3 orang Panitera Muda, 3
orang Kepala Sub Bagian, 36 orang Panitera Pengganti, 2 orang fungsional, 24 orang
Juru Sita/Jurusita Pengganti, 34 orang pelaksana, serta ditambah dengan 25 orang
PPNPN.
b. Sumber daya Anggaran yang tersedia baik anggaran yang bersumber dari biaya
proses (pihak ketiga) dan juga anggaran DIPA sebagaimana akan dijelaskan pada
bagian B bab ini;
c.Sumber daya sarana dan prasarana yang tersedia di mana Pengadilan Negeri
Tangerang menempati gedung seluas 4.000m2 dan luas halaman sebesar 4.000m2.
d. Sumber daya Peralatan dan Mesin berupa alat pengolah data, laptop dan PC yang
terintegrasi dan ruang sidang yang lengkap dengan perlengkapan ruang sidang
elektronik dengan aplikasi yang ada untuk sarana kerja Hakim dan Pegawai dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya;
e.Sumber daya metode berupa Standar Operasional Prosedur yang telah diterapkan
dalam melaksanakan tugas untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan dalam
memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Efisiensi merupakan suatu keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya
untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Adapun untuk menentukan kriteris
tingkat efisiensi sasaran strategis menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Jika capaian kinerja fisik < capaian realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa
sasaran strategis tersebut tidak efisien
2. JIka capaian kinerja fisik > capaian realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa
sasaran strategis tersebut efisien.
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Tabel Analisis Efisiensi per Sasaran Strategis

6.Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Pernyataan Kinerja



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus 2024 27



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus 2024 28

B.REALISASI ANGGARAN
Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus telah memperoleh
anggaran DIPA 01 untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya sebesar Rp25.659.986.000,00. Dari pagu yang tersedia tersebut telah
direalisasikan selama tahun 2024 sebesar Rp25.491.455.109,00 atau realiasi anggaran
sebesar 99.34%.

Sedangkan DIPA 03 dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar
Rp549.720.000,00, sudah direalisasikan sebesar Rp529.408.539,00 atau realisasi
anggaran sebesar 96.31%. Adapun data terinci dalam tabel berikut:
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini
menggambarkan pencapaian kinerja
Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA
Khusus tahun 2024 yang telah
diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun
2024 mengacu pada Rencana Kinerja
tahun 2024 yang bersumber dari Rencana
Strategis Pengadilan Negeri Tangerang
Kelas IA Khusus tahun 2020-2024. 

Pengukuran tingkat capaian kinerja
Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA
Khusus tahun 2024 dengan
membandingkan antara target dengan
realisasi sehingga terukur pencapaian
indikator kinerja yang telah ditetapkan
tersebut. 

Selama tahun 2024 pelaksanaan tugas
pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas
IA Khusus sudah terlaksana dengan baik
sebagaimana mestinya. Hal ini dapat
dilihat dari pencapaian kinerja berbagai
aspek yang telah dilaksanakan berkaitan
dengan pengelolaan administrasi perkara,
administrasi umum, pembinaan dan
pengawasan. Capaian kinerja pada tahun
2024 secara keseluruhan capaiannya
sudah baik yaitu sebesar 103.96%, namun
masih ada beberapa indikator yang
capaiannya belum baik.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri
Tangerang Kelas IA Khusus berupaya
untuk meningkatkan pengembangan
teknologi informasi guna
mengimplementasikan keterbukaan
informasi publik. Secara bertahap
informasi yang disajikan kepada
masyarakat semakin lengkap mencakup
putusan pengadilan. Penyajian informasi
yang menggunakan media website dari
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
(SIPP) beserta aplikasi turunannya yang
dikembangkan oleh Pengadilan Negeri
Tangerang Kelas IA Khusus guna
keterbukaan informasi pengadilan ini juga
bertujuan untuk meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam
melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan
kinerja di Pengadilan Negeri Tangerang   Kelas     
IA     Khusus     maka diperlukan:

BAB IV - PENUTUP
1. Penambahan Sumber Daya Manusia
yang ahli dan sesuai dengan analisis
beban kerja Pengadilan Negeri Tangerang
Kelas IA Khusus;
2. Penambahan alokasi anggaran untuk
belanja modal dalam upaya pemenuhan
standarisasi kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur peradilan;
3. Penambahan sumber daya manusia
yang berkompeten dalam hal pengelolaan
Teknologi Informasi.
4. Kepemimpinan dan komunikasi yang
efektif untuk mempengaruhi, membimbing,
mengarahkan, mendorong pegawai untuk
melakukan aktivitas tertentu guna
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
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Keberhasilan maupun kendala atau
hambatan dalam pencapaian kinerja di
Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA
Khusus pada tahun 2024 dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. Keberhasilan
Keberhasilan atas pencapaian target dari
perjanjian kinerja yang diperjanjikan
adalah tidak lepas dari peran serta semua
pihak. Keberhasilan tersebut merupakan
cerminan dari berjalannya sistem kerja
yang berlaku dan didukung oleh suasana
kerja yang dinamis dan bersifat
kekeluargaan. Pencapaian kinerja di
Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA
Khusus pada tahun 2024 telah memenuhi
target dengan uraian sebagai berikut:
a.Penyelenggaraan tugas dan fungsi
(TUSI) baik pelayanan teknis maupun
administrasi peradilan telah berhasil
dengan baik;
b.Persentase perkara pidana yang
diselesaikan tepat waktu;
c.Jumlah perkara perdata dan pidana yang
tidak mengajukan upaya hukum banding;
d.Jumlah perkara perdata dan pidana yang
tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
e.Persentase Perkara pidana Anak yang
diselesaikan dengan Diversi;
f.Indeks Responden yang puas terhadap
layanan peradilan juga meningkat, hal ini
membuktikan bahwa kepercayaan
masyarakat terhadap keberadaan
Pengadilan Negeri Tangerang semakin
baik;
g.Salinan putusan perkara perdata dan
perkara pidana yang diterima oleh para
pihak dengan tepat waktu juga terjadi
peningkatan;
h.Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan; dan
i.Pelayanan pos bantuan hukum bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan juga
telah terealisasi sesuai dengan target yang
ditetapkan;
j.Serta meningkatnya kepatuhan
masyarakat pada putusan pengadilan
dengan indikator kinerja Persentase
Putusan Perkara Perdata yang
ditindaklanjuti (Eksekusi).

2. Ketidakberhasilan
Ketidakberhasilan dalam pencapaian
target yang telah ditetapkan terdapat
dalam beberapa indikator kinerja yaitu:

a.Persentase perkara perdata yang
diselesaikan tepat waktu;
b.Persentase Putusan yang Menggunakan
Pendekatan Keadilan Restoratif di PN;
c.Persentase Perkara perdata yang
diselesaikan melalui mediasi.

3. Kendala atau Hambatan
Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan oleh Pengadilan
Negeri Tangerang Kelas IA Khusus
ditemukan kendala atau hambatan yang
dapat menghambat proses
pelaksanaannya, antara lain lamanya
relaas yang kembali dari Pengadilan
Negeri yang diminta bantuan panggilan,
serta sulitnya tercapai perdamaian
diantara kedua belah pihak. 

4. Langkah Strategis Tahun 2025
Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri
Tangerang Kelas IA Khusus akan
menempuh langkah strategis untuk
mengukur kinerja dengan menentukan
target yang mengacu keberhasilan tahun
sebelumnya sehingga meningkatkan
kinerja secara proporsional, sebagai
berikut:
a. Menyusun program dan kegiatan dari
masing-masing indikator dan menetapkan
penanggungjawab dari setiap kegiatan
tersebut;
b. Menyesuaikan target sesuai dengan
hasil capaian kinerja tahun 2025 untuk
meningkatkan capaian kinerja pada tahun
2025 yang targetnya belum terealisasi;
c.Meningkatkan kualitas kerja dengan
konsolidasi secara konsisten dan
berkesinambungan dengan pejabat terkait
di lingkungan lingkungan Pengadilan
Negeri Tangerang;
d. Melakukan koordinasi lintas lembaga
untuk dapat melaksanakan kegiatan
sesuai dengan target yang telah
ditetapkan;
e.Melakukan monitoring dan evaluasi
capaian kinerja secara berkala untuk
mengetahui kelemahan serta hambatan
dan juga peluang untuk mencapai target
kinerja;
f.Mengoptimalkan layanan dan sistem
kerja menggunakan sarana dan prasarana
teknologi informasi;
g. Melaksanakan manajemen risiko
terhadap kendala yang akan dihadapi.



1. 
Notulensi Dokumen
Penyusunan SAKIP

2. 
Perjanjian Kinerja tahun
2024

3. 
SK Tim Penyusunan LKjIP
tahun 2024

4. 
Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Jan - Des
Tahun 2024

5. 
Laporan Monitoring dan
Evaluasi IKM Triwulan I - IV
Tahun 2024

6.
Laporan Monitoring dan
Evaluasi IPAK Triwulan I - IV
Tahun 2024
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PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024 

PENGADILAN NEGERI TANGERANG 

BULAN MARET 

 

NO SASARAN INDIKATOR TARGET  

(%) 

REALISASI 

BULAN INI 

(% 

REALISASI 

SAMPAI 

BULAN INI 

(%) 

CAPAIAN 

(%) 

KEGIATAN/ UPAYA/ 

STRATEGI/ 

KENDALA/SOLUSI YANG 

DILAKSANAKAN DALAM 

MENCAPAI TARGET 

1 Terwujudnya proses 

peradilan yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

1. Persentase perkara 

perdata yang diselesaikan 

tepat waktu  

87 83,33 83,44 95,91 

 

➢ Mengoptimalkan 

Penggunaan aplikasi 

SIPP  

➢ Memaksimalkan kinerja 

Hakim dan Panitera 

Pengganti 

➢ Menambah/mengganti 

susunan Majelis Hakim 

➢ Meng-upload panggilan 

delegasi ke Pengadilan 

Negeri yang diminta 

melalui SIPP 

➢ Berkoordinasi dengan 

koordinator delegasi 

Pengadilan Negeri 

lainnya. 

 Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu belum mencapai target 

yang diharapkan. 

  2. Persentase perkara 

pidana yang diselesaikan 

tepat waktu 

96 100 99,82 103,98 ➢ Mengoptimalkan 

Penggunaan aplikasi 

SIPP  

➢ Memaksimalkan kinerja 

Hakim dan Panitera 



➢ Menambah susunan 

Majelis Hakim 

 Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu telah melebihi target yang 

diharapkan 

  3. Persentase putusan 

yang menggunakan 

pendekatan keadilan 

restoratif di PN 

100 0 0 0 ➢ Memprioritaskan 

perdamaian dari majelis 

hakimnya. 

 

 Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di PN belum 

sesuai target yang diharapkan karena belum ada pihak yang mengajukan keadilan restoratif di PN 

  4. Persentase perkara 

perdata yang tidak 

mengajukan upaya hukum 

banding 

87 89,74 91,92 105,65 ➢ Majelis hakim harus 

memprioritaskan 

perdamaian 

➢ Memberi ruang dan 

waktu bagi para pihak 

untuk melakukan 

mediasi di luar 

pengadilan. 

 Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu telah melebihi target yang 

diharapkan 

  5. Persentase perkara 

pidana yang tidak 

mengajukan upaya hukum 

banding 

87 96,70 97,10 111,61 Memprioritaskan 

perdamaian dari majelis 

hakimnya. 

 Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding telah melebihi 

target yang diharapkan 

  6. Persentase perkara 

perdata yang tidak 

mengajukan upaya hukum 

kasasi 

86 96,58 95,83 111,43 Majelis hakim harus 

memprioritaskan 

perdamaian 

 Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi telah melebihi 

target yang diharapkan 



  7. Persentase perkara 

pidana yang tidak 

mengajukan upaya hukum 

kasasi 

86 99,45 98,07 114,03 Memprioritaskan 

perdamaian dari majelis 

hakimnya. 

 Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi telah melebihi 

target yang diharapkan. 

  8. Persentase perkara 

pidana anak yang 

diselesaikan dengan 

diversi 

30 0 42,86 142,86 ➢ Persidangan dilakukan 

secara transparan dan 

sesuai dengan asas 

➢ Memberikan 

kesempatan yang sama 

kepada para pihak  

➢ Mediasi dilakukan 

secara maksimal 

 Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi telah melebihi dari 

target yang diharapkan. 

  9. Indeks responden 

pencari keadilan yang 

puas terhadap layanan 

peradilan 

96 98,54 98,54 102,65 ➢ Menerapkan Pelayanan 

informasi yang 

maksimal, cepat dan 

sederhana 

➢ Melakukan Survei 

Kepuasaan Masyarakat 

secara rill 

➢ Mengupayakan fasilitas 

pelayanan yang 

representatif 

➢ Memperbanyak 

responden yang 

melakukan pengisian 

survey, agar data yang 

didapat lebih valid. 



 Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 

telah melebihi dari target yang diharapkan. 

2 Peningkatan 

efektivitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

1. Persentase salinan 

putusan perdata yang 

dikirim ke para pihak tepat 

waktu 

98 100 100 102,04 ➢ Pengiriman salinan 

putusan melalui pos 

atau melalui surat 

elektronik (email) dan 

optimalisasi jejaring 

sosial seperti 

WhatsApps, telegram 

dan dll 

➢ Mengoptimalkan menu 

identitas para pihak 

pada kolom email di 

SIPP dan jejaring sosial 

lainnya 

➢ Melakukan pengawasan 

di bidang kepaniteraan 

dan menyarankan agar 

sebelum acara 

pembacaan putusan, 

disiapkan dahulu 

berkas-berkasnya, dan 

setelah diputus harus 

segera diminutasi. 

 Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu telah melebihi 

target yang diharapkan. 

  2. Persentase salinan 

putusan pidana yang 

dikirim ke para pihak tepat 

waktu 

92 97,09 96,20 104,56 ➢ Pengiriman salinan 

putusan melalui pos 

atau melalui surat 

elektronik (email) dan 

optimalisasi jejaring 

sosial seperti 



WhatsApps, telegram 

dan dll 

➢ Mengoptimalkan menu 

identitas para pihak 

pada kolom email di 

SIPP dan jejaring sosial 

lainnya 

➢ Melakukan pengawasan 

di bidang kepaniteraan 

dan menyarankan agar 

sebelum acara 

pembacaan putusan, 

disiapkan dahulu 

berkas-berkasnya, dan 

setelah diputus harus 

segera diminutasi. 

 Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu telah melebihi 

dari target yang diharapkan. 

  3. Persentase perkara 

yang diselesaikan melalui 

mediasi 

3 3,57 2,71 2,95 ➢ Memaksimalkan upaya 

proses mediasi 

➢ Menambah mediator 

yang bersertifikat 

➢ Mengupayakan 

mediator non hakim 

➢ Diadakan kaukus para 

pihak, yaitu pertemuan 

antara mediator dengan 

salah satu pihak tanpa 

dihadiri oleh pihak yang 

lainnya (Pasal 1 butir 4 

Peraturan Mahkamah 

Agung No. 1 tahun 



2008). 

➢ Pengacara tidak 

dilibatkan langsung 

mediasi 

 Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi belum mencapai target yang 

diharapkan 

3 Meningkatnya akses 

peradilan bagi 

masyarakat miskin 

dan terpinggirkan 

1. Persentase perkara 

prodeo yang diselesaikan 

100 200 33,33 33,33 ➢ Membuat persyaratan 

berperkara secara 

prodeo yang 

terpublikasi 

➢ Mengoptimalkan 

anggaran pada DIPA 

➢ Mengoptimalkan 

aplikasi basis data 

terpadu BADILUM 

➢ Mengecek kebenaran 

kemampuan pencari 

keadilan 

➢ Adanya penambahan 

volume perkara prodeo 

di akhir tahun, semula 3 

perkara menjadi 6 

perkara 

 Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator perkara prodeo belum sesuai target yang diharapkan karena belum ada 

perkara prodeo yang diselesaikan 

  2. Persentase pencari 

keadilan golongan tertentu 

yang mendapat layanan 

bantuan hukum 

(posbakum) 

100 100 100 100 ➢ Mengupayakan 

penambahan anggaran 

posbakum 

➢ Melakukan monev oleh 

Hakim Pengawas 

Bidang setiap 3 bulan 

sekali 



 Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum 

(posbakum) sama dengan target yang diharapkan. 

4 Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan.  

1. Persentase putusan 

perkara perdata yang 

ditindaklanjuti (dieksekusi) 

6 0 0 0 ➢ Melakukan kerjasama 

dengan pihak KPNL, 

BPN, pemerintah 

kelurahan dan aparat 

keamanan 

➢ Berkas eksekusi harus 

lengkap 

➢ Biaya eksekusi dibayar 

sekaligus, tidak per 

acara. 

 Analisis: dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) belum sesuai target 

yang diharapkan karena belum ada eksekusi yang berhasil dilaksanakan. 

              

Tangerang, 28 Maret 2024 

             Ketua Pengadilan Negeri Tangerang 

 

 

 

 

             Fahmiron 
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